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Abstrak
BPSK menerima banyak aduan mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Namun, putusan BPSK melalui arbitrase mengenai sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang diajukan keberatan pada Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen di sektor keuangan melalui arbitrase serta  menganalisis mengenai akibat hukum atas Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 dengan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa pada sektor jasa keuangan melalui arbitrase. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah pertama, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa di sektor jasa keuangan melalui arbitrase berdasarkan jenis sengketa atau perkaranya. Kedua, akibat hukum Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 terhadap kewenangan BPSK adalah sengketa yang timbul akibat wanprestasi tidak tunduk dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK serta tidak termasuk dalam ranah kewenangan BPSK. Penulis dapat memberikan saran yaitu BPSK seharusnya tidak menerima pengaduan dan menangani perkara yang sengketanya mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Konsumen seharusnya memperhatikan materi atau muatan dari aduannya sebelum mengadukannya kepada BPSK, sehingga apabila sengketanya mengenai sengketa di sektor jasa keuangan sebaiknya diperkarakan melalui Pengadilan Negeri atau LAPS OJK. Pelaku usaha sektor jasa keuangan juga seharusnya menyampaikan informasi mengenai penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya pada konsumennya yaitu melalui Pengadilan Negeri atau LAPS OJK. 

Kata Kunci: Kewenangan, BPSK, Sengketa Keuangan, Arbitrase.
Abstract

BPSK received many complaints about disputes in the financial services sector. However, the BPSK decision through arbitration regarding consumer disputes in the financial services sector was objected to the District Court until the Supreme Court was finally overturned by the Supreme Court. This study aims to analyze the authority of BPSK in handling consumer disputes in the financial sector through arbitration and to analyze the legal consequences of the Supreme Court Decision No 27 K / Pdt.Sus / 2013 with the authority of BPSK in handling disputes in the financial services sector through arbitration. This research uses a normative legal research type with several research approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the case approach. The conclusion of this research is that first, BPSK does not have the authority to handle disputes in the financial services sector through arbitration based on the type of dispute or case. Second, the legal consequence of the Supreme Court Decision No.27 K / Pdt.Sus / 2013 on the authority of BPSK is that disputes arise as a result of defaults that do not comply with the provisions contained in the UUPK and are not included in the authority of BPSK. The author can provide advice that BPSK should not accept complaints and handle disputes regarding disputes in the financial services sector. Consumers should pay attention to the material or content of their complaints before submitting them to BPSK, so that if the dispute is about a dispute in the financial services sector, it should be brought to justice through the District Court or LAPS OJK. Business actors in the financial services sector should also submit information regarding the settlement of disputes that has been previously agreed upon to their consumers, namely through the District Court or LAPS OJK.
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PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan pangsa pasar yang sangat luas bagi para pelaku usaha, baik bagi pelaku usaha yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data dari laman Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Indonesia mencapai 267.289.750 jiwa pada bulan Desember 2019 (Ditjen Dukcapil Kemendagri 2019). Hal ini memperlihatkan bahwa potensi konsumen di Indonesia sangat besar. Tidak heran bila pelaku usaha berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen untuk menggunakan produk barang atau jasanya. 


Persaingan antara pelaku usaha dengan perilaku bisnisnya tersebut terkadang dapat merugikan konsumen (Atuti 2015). Konsumen sering kali menjadi obyek bisnis dari pelaku usaha melalui cara penjualan, iklan yang tidak sesuai dengan produk aslinya, promosi, serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang merugikan konsumen (Ishak 2016). Berdasarkan hal tersebut, konsumen sebagai pemakai barang atau jasa terkadang merasa tidak puas atas barang atau jasa yang dibelinya dari pelaku usaha. Ketidakpuasan tersebut dapat berupa kerugian ekonomi, kecacatan, atau barang atau jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan klaim dari pelaku usaha. Selain itu, konsumen yang memiliki posisi daya tawar lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha seringkali mengalami kesulitan untuk mengadvokasi dirinya sendiri apabila merasa dirugikan oleh pihak pelaku usaha. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. 


Sengketa dapat dirumuskan sebagai adanya ketidakserasian antara salah satu pihak yaitu pribadi atau kelompok yang merasa haknya terganggu saat mengadakan hubungan atau perikatan (Barkatullah 2010). Sengeketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat timbul karena terdapat perbedaan pendapat antara konsumen sebagai pihak yang merasa dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha, namun pelaku usaha tersebut tidak merasa melakukan hal tersebut (Syamsudin and Ramadani 2018). Sengketa dapat terjadi karena adanya hubungan hukum antara para pihak dan dapat terjadi tanpa adanya hubungan hukum antara para pihak. Apabila suatu sengketa terjadi karena terdapat hubungan hukum antara para pihak, maka disebut sebagai wanprestasi. Sementara sengketa yang terjadi tanpa terdapat hubungan hukum antara para pihak disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Sengketa karena perbuatan melawan hukum terjadi karena terdapat suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang sebelumnya tidak terdapat hubungan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum (Sembiring 2011). Sengketa yang terjadi 
antara pelaku usaha dan konsumen disebut sebagai sengketa konsumen. 

Konsumen secara harfiah berasal dari kata consumer dalam bahasa Inggris-Amerika yang dapat dimaknai sebagai lawan dari produsen atau orang yang menggunakan atau mengonsumsi suatu barang atau jasa (Kahpi 2019). Konsumen juga dapat didefiniskan sebagai setiap orang yang tidak memiliki kapastitas sebagai produsen, pelaku usaha atau pebisnis yang harus dilindungi (Zulham 2013). Konsep mengenai konsumen dalam penjelasan Pasal 1 angka 2  UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) dijelaskan bahwa konsumen adalah konsumen akhir, yaitu  pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Konsumen akhir biasanya menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi atau keluarganya. Barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen akhir diperoleh dari pasar konsumen dan digunakan dalam kegiatan rumah tangga (Kristiyanti 2017).


Pelaku usaha secara sederhana dapat dimaknai sebagai penghasil barang atau jasa. Konsep pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK yaitu “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Berbeda dengan konsep konsumen yang hanya terbatas pada konsumen akhir, konsep pelaku usaha dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UUPK merupakan pelaku usaha dalam arti luas yang termasuk di dalamnya antara lain perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan sebagainya. 


Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disingkat menjadi BPSK merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di setiap daerah kabupaten atau kota. Definisi BPSK menurut Pasal 1 angka 11 UUPK yaitu “badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, BPSK  dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional. Adanya BPSK merupakan amanat dari  Pasal 49 ayat (1) UUPK yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK (selanjutnya disingkat menjadi Kepmen BPSK). Selain itu terdapat pengaturan lain mengenai BPSK yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No. 72 Tahun 2020  tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat menjadi Permendag BPSK). 
Tugas dan wewenang BPSK tertera dalam Pasal 52 UUPK yang salah satunya pada huruf a yaitu “melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”. Terdapat tiga pilihan penyelesaian sengketa di BPSK. Penyelesaian sengketa secara mediasi di BPSK melibatkan pihak ketiga yaitu Majelis BPSK sebagai mediator akan bertindak aktif saat sidang mediasi berlangsung (Astawa, Rudy, and Sutama 2018). Penyelesaian sengketa konsumen melalui Konsiliasi yaitu dilakukan mirip mediasi namun pihak ketiga atau konsiliator bertindak pasif dalam perundingan (Hariyani, Serfiani, and Purnomo 2018). Berbeda dengan mediasi dan konsiliasi, dalam arbitrase Majelis akan bertindak aktif untuk mendamaikan para pihak. Keputusan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase BPSK merupakan sepenuhnya kewenangan majelis arbitrase yang dibentuk oleh BPSK (Helmi 2015).

Pembentukan BPSK bertujuan memberikan keringanan kepada konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen (Hartono and Fikri 2019). Hadirnya BPSK diharapkan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat    atau    konsumen    yang    menghindari    untuk menyelesaikan sengketanya melalui  jalur litigasi  serta  untuk  mengurangi  beban  tumpukan  perkara  di pengadilan (Hulu, Dewi, and Karma 2020). Hal tersebut dimaksudkan agar apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha saat menggunakan barang atau jasanya dapat menyelesaikan sengketanya atau mengadukan kerugian yang dialaminya melalui BPSK. Putusan BPSK dapat memuat sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang terbukti merugikan konsumen (Haerani and Ulum 2020).

Putusan Majelis BPSK menurut Pasal 54 ayat (3) UUPK bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya banding dan kasasi terhadap putusan tersebut. Namun berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UUPK, putusan Majelis BPSK yang telah dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri, Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pasal 58 ayat (2) UUPK juga berisi hal serupa dengan Pasal 56 ayat (2) UUPK yaitu para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Negeri atas keberatan pada putusan Majelis BPSK. Selanjutnya tata cara pengajuan keberatan atas putusan Majelis BPSK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga kekuatan putusan BPSK secara yuridis masih bergantung pada supremasi lembaga peradilan umum sehingga tidak benar-benar bersifat final (Dwirainaningsih 2018). Putusan BPSK yang dapat dimintakan keberatannya pada Pengadilan Negeri hanya putusan arbitrase BPSK yang diatur dalam  Perma Nomor 01 Tahun 2006.

Para pihak yang keberatan atas putusan PN dapat melakukan upaya hukum melalui kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA melalui putusannya banyak membatalkan putusan BPSK yang sebelumnya dimintakan upaya keberatan pada Pengadilan Negeri mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Beberapa putusan yang telah dibatalkan oleh MA diantaranya adalah putusan Mahkamah Agung dengan No. 1046 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yang merupakan sengketa kredit antara Bank Mandiri melawan Samsuri dan putusan Mahkamah Agung dengan No. 286 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 yang merupakan sengketa kredit antara Rafii melawan Bank Central Asia. Majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan merupakan kewenangan BPSK. Selain itu  ada juga putusan MA No. 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Hal tersebut berdasarkan yurisprudensi yang telah diterapkan sejak adanya  Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menangani sengketa konsumen jasa keuangan.

Mahkamah Agung dalam putusannya beralasan bahwa BPSK tidak berwenang menangani sengketa tersebut karena dianggap tidak termasuk sengketa konsumen. Sengketa-sengketa tersebut merupakan sengketa yang timbul akibat wanprestasi di bidang hukum perdata sehingga bukan ranah wewenang dari BPSK untuk menangani perkara tersebut. Sengketa tersebut termasuk sengketa yang terjadi akibat perjanjian antar para pihaknya. Padahal, apabila merujuk mengenai konsep Pelaku Usaha menurut UUPK yang mendefinisikan pelaku usaha secara luas, lembaga keuangan juga termasuk dalam definisi pelaku usaha. Sedangkan nasabah juga dapat diartikan sebagai konsumen karena merupakan pengguna atau pemakai akhir dari produk jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan tersebut (Lubis and Rahmawayi 2018).

Pelaku usaha yang keberatan dengan putusan arbitrase BPSK cenderung untuk mengajukan permohonan keberatan kepada PN bahkan hingga ke Mahkamah Agung. Putusan BPSK terutama mengenai sengketa konsumen jasa keuangan banyak yang pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan keberadaan BPSK sebagai lembaga small claim court untuk menyelesaikaan sengketa konsumen secara cepat dan murah menjadi tidak tercapai (Helmi 2015). Adanya small claim court diharapkan dapat tercapainya kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Selain itu, untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita konsumen mengenai tindakan tertentu (Hadiati and Tampi 2017). Pengajuan keberatan atas putusan arbitrase BPSK kepada PN semakin menambah panjang proses penyelesaian perkara melalui BPSK.
Tabel.1 
Jumlah Aduan Sengketa Keuangan

	Tahun
	Lembaga
	Jumlah Aduan Sengketa Keuangan
	Jenis Sengketa Keuangan

	2017
	BPSK Yogyakarta
	75
	Sengketa leasing

	
	BPSK Jakarta
	94
	Sengketa properti, sengketa leasing, sengketa perbankan

	2018
	BPSK Tegal
	11
	Sengketa perbankan dan sengketa leasing

	2019
	BPSK Sukabumi
	13
	Sengketa leasing, sengketa perbankan, sengketa properti


Sumber: diolah oleh penulis

Kewenangan BPSK yang tidak jelas batasannya dalam menangani sengketa terutama di sektor jasa keuangan mengakibatkan hingga pada tahun 2019 masih banyak aduan yang masuk kepada BPSK terutama sengketa di sektor jasa keuangan. Hal ini terlihat dari banyaknya aduan yang masuk di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2017, BPSK Yogyakarta menerima 75 aduan masyarakat terkait sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Sekitar 50 persen dari aduan tersebut merupakan aduan mengenai sengketa leasing (Syarifudin 2018). BPSK Jakarta pada tahun 2017 menerima 129 aduan konsumen dengan rincian 56 aduan mengenai sengketa properti, 22 aduan mengenai sengketa leasing, 16 aduan mengenai sengketa perbankan dan 32 aduan mengenai sengketa dibidang lainnya (DA 2018). Selain itu, pada tahun 2018 BPSK Kabupaten Tegal menerima 11 aduan masyarakat terkait sengketa keuangan berupa sengketa perbankan dan leasing atau sewa guna usaha (Gumilang 2019). Sedangkan BPSK Sukabumi mencatat dari Januari 2019 hingga November 2019 aduan yang masuk didominasi oleh sengketa keuangan dengan rincian 6 sengketa terkait leasing, 5 sengketa terkait perbankan, 2 sengketa terkait perumahan atau apartemen dan 1 sengketa terkait telekomunikasi dan jasa transportasi (Kurniawan 2019).  

Sengketa konsumen mengenai jasa keuangan sebenarnya telah diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat menjadi POJK Perlindungan Konsumen Keuangan) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat menjadi POJK LAPS). Namun berdasarkan data aduan tersebut, hingga tahun 2019 konsumen masih banyak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan melalui BPSK. Padahal telah terdapat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang khusus menangani sengketa konsumen di Sektor Jasa Keuangan. 

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa walaupun telah terdapat yurisprudensi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menangani sengketa konsumen jasa keuangan, sehingga putusan BPSK selalu dibatalkan pada tingkat kasasi sejak tahun  2013. Namun, pada kenyataannya masih banyak aduan sengketa konsumen di sektor jasa keuangan yang masuk ke BPSK. Sengketa tersebut tetap ditangani oleh BPSK walaupun pada akhirnya tetap dibatalkan oleh MA. Dari sini terlihat bahwa terdapat ketidakjelasan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen di sektor jasa keuangan.
Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat dua permasalahan yaitu bagaimana kewenangan arbitrase BPSK dalam memutus sengketa pada sektor jasa keuangan dan bagaimana akibat hukum atas Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 terkait kewenangan BPSK dalam menangani sengketa pada sektor jasa keuangan melalui arbitrase. Penelitian ini  memiliki dua tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang pertama adalah untuk menganalisis mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen di sektor keuangan melalui arbitrase sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis mengenai akibat hukum atas Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 dengan kewenangan BPSK dalam menangani sengketa pada sektor jasa keuangan melalui arbitrase.


Penelitian hukum yang telah membahas mengenai BPSK diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mariana Anisa Putri dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menulis skripsi dengan judul Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut mengkaji penyelesaian serta faktor penghambat penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Yogyakarta menggunakan metode penelitian lapangan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Titia Tauhiddah dari Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas yang menulis tesis dengan judul Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Penelitian tersebut mengkaji perbedaan kewenangan BPSK dengan LAPS.
METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BPSK dan Perlindungan konsumen khususnya di sektor jasa keuangan. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini akan mengkaji konsep-konsep mengenai kewenangan, BPSK, sengketa keuangan serta arbitrase. Sementara pendekatan kasus digunakan untuk melihat alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam beberapa putusan yang dikaji dalam penelitian ini.
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai aturan yang berhubungan BPSK yaitu 1)Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 2)Peraturan Menteri Perdagangan No. 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, 3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK,  4)Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, 5)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 6)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan 5)Putusan Mahkamah Agung No 27 K/Pdt.Sus/2013. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa publikasi tentang hukum mengenai perlindungan konsumen, kewenangan, BPSK, sengketa keuangan serta arbitrase. Bahan non hukum yang digunakan berupa jurnal non hukum dan data dari website resmi Kementarian Dalam Negeri dan Mahkamah Agung serta website berita sebagai data pendukung yang relevan dengan topik yang akan diteliti.
Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu terlebih dahulu peneliti menetapkan isu hukum yang akan menjadi bahasan dalam penelitian, kemudian melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder serta bahan non hukum untuk melihat kesesuaiannya dengan isu yang sedang dibahas. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) sehingga pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah terhadap semua peraturan yang ada pada hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan hukum mengenai perlindungan konsumen, kewenangan, BPSK, Sengketa keuangan serta arbitrase. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap buku-buku, prosiding serta jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan kasus yang metode pengumpulan bahan hukumnya adalah mengkaji putusan-putusan hakim yang terdapat pada laman resmi Mahkamah Agung.
Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menganalisa koherensi antar norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku dan bukan tingkah laku individu dengan norma hukum (Marzuki 2005). Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan seleksi dan klasifikasi serta disusun secara sistematis dan logis untuk melihat keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Selanjutnya isu yang dibahas dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Isu tersebut juga dianalisis menggunakan pendekatan konseptual yaitu mengaitkan konsep-konsep yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan menelaah ratio decidendi dari putusan hakim yang digunakan dengan isu yang sedang dibahas. Rangkaian analisis tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya serta disusun secara sistematis. Penggunaan teknik ini diharapkan dapat menghasilkan suatu argumentasi dan konsep yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu kewenangan arbitrase BPSK dalam memutus sengketa di sektor jasa keuangan.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan BPSK dalam Menangani Sengketa Konsumen di Sektor Keuangan Melalui Arbitrase
Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat timbul karena terdapat perbedaan pandangan antara satu pihak yang merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak yang lain, namun pihak yang lain tidak merasa melakukan hal tersebut. Sengketa konsumen kerap terjadi karena konsumen sebagai pemakai barang atau jasa terkadang merasa tidak puas atas barang atau jasa yang dibelinya dari pelaku usaha. Ketidakpuasan tersebut dapat berupa kerugian ekonomi, kecacatan, atau barang atau jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan klaim dari pelaku usaha.

Sengketa konsumen termasuk salah satu jenis sengketa perdata. Apabila terjadi sengketa konsumen berdasarkan hukum positif indonesia dapat diajukan melalui peradilan umum atau secara litigasi dan di luar pengadilan umum atau secara non litigasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Permendag BPSK yang menyatakan bahwa “Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan oleh Konsumen melalui badan peradilan umum atau di luar badan peradilan umum”. Penyelesaian sengketa konsumen diluar badan peradilan umum atau non litigasi yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah melalui BPSK. Penyelesaian melalui jalur non litigasi lebih banyak dipilih oleh para pihak yang bersengketa dibanding melalui jalur litigasi karena dianggap lebih efisien, hemat waktu dan juga biaya. Secara non litigasi, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau melalui BPSK.

Konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha banyak yang memilih untuk mengadukan perkaranya pada BPSK. Konsumen lebih memilih BPSK sebagai lembaga yang menangani perkaranya dibanding dengan pengadilan umum karena keberadaan BPSK sebagai lembaga small claim court atau lembaga penyelesaian perkara kecil dan sederhana dalam menyelesaikaan sengketa konsumen (Mia Amalia 2016). Selain itu konsumen yang memiliki bargaining power lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha juga merasa lebih teradvokasi dan berharap BPSK mampu mengakomodir kepentingannya sebagai konsumen.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau yang disingkat BPSK menurut Pasal 1 angka 11 UUPK merupakan “badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. BPSK dibentuk oleh pemerintah yang berada di wilayah kota atau kabupaten untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur non litigasi. BPSK merupakan adaptasi dan perpaduan antara konsep Small Claim Tribunal yang dianut oleh negara dengan sistem hukum Common Law dan sistem hukum yang dianut Indonesia yaitu Civil Law (Kurniawan 2011). 

BPSK merupakan lembaga yang diharapkan dapat melakukan penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, murah dan profesional sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 11 UUPK yang membahas mengenai BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen secara cepat karena berdasarkan Pasal 55 UUPK, BPSK diwajibkan mengeluarkan putusannya paling lambat dalam 21 hari kerja. Selain itu putusan BPSK bersifat final dan mengikat serta tidak terdapat upaya banding yang membuat proses penyelesaian sengketa melalui BPSK menjadi lebih lama. Penyelesaian sengketa konsumen secara murah karena biaya persidangan melalui BPSK yang dibebankan pada konsumen cukup terjangkau dan ringan. Penyelesaian sengketa konsumen secara mudah dan profesional karena dalam prosedur administrasi dan pengambilan putusan BPSK dapat dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa tanpa memerlukan bantuan kuasa hukum. (Kurniawati 2017).

Tugas dan wewenang BPSK tertera dalam Pasal 52 UUPK yang salah satunya pada huruf a yaitu “melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”. Tiga pilihan penyelesaian sengketa di BPSK yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Mengenai tata cara persidangan dengan cara mediasi, arbitrase dan konsiliasi diatur lebih lanjut dalam Kepmen BPSK.

Arbitrase menurut Pasal 1 angka 11 Kepmen BPSK adalah “proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK”. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase BPSK dilakukan dan diputuskan oleh Majelis BPSK yang bertindak sebagai arbiter. Para pihak akan memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen dan pelaku usaha sebagai anggota majelis dan anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Hasil putusan arbitrase BPSK dibuat dalam bentuk putusan majelis yang dapat memuat sanksi administratif. Putusan BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak atau gugatan dikabulkan. Apabila putusan BPSK berupa gugatan dikabulkan, maka majelis BPSK akan menetapkan kewajiban berupa pemenuhan ganti rugi dan atau sanksi administratif kepada pelaku usaha. Selain itu, putusan arbitrase BPSK juga harus dimintakan fiat eksekusi kepada Pengadilan negeri sesuai domisili konsumen yang dirugikan agar putusan tersebut mendapat kekuatan eksekutorial. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan “Konsumen mengajukan permohonan eksekusi atas putusan BPSK yang tidak diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen yang bersangkutan atau dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan”.
Putusan Majelis BPSK menurut Pasal 54 ayat (3) UUPK bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya banding dan kasasi terhadap putusan tersebut. Namun terdapat upaya hukum keberatan terhadap putusan arbitrase yang dihasilkan oleh Majelis BPSK. Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”. Menurut Pasal 6 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016 Keberatan tersebut dapat diajukan apabila memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:

a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslibat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Majelis Hakim dapat membatalkan putusan BPSK yang keberatannya diajukan atas dasar syarat tersebut. Apabila para pihak mengajukan keberatan atas dasar alasan yang lain diluar ketentuan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999, Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen tersebut. Majelis Hakim harus memperhatikan UUPK perihal pertimbangan untuk ganti rugi konsumen.

Upaya hukum keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang merasa keberatan dengan putusan tersebut. Adanya upaya hukum keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK ini ternyata menambah panjang proses penyelesaian sengketa konsumen terutama mengenai sengketa di sektor jasa keuangan melalui BPSK. Hal tersebut menyebabkan tujuan penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK secara cepat dan murah menjadi tidak tercapai. Konsumen masih banyak yang mengadukan sengketanya di sektor jasa keuangan melalui BPSK namun pada akhirnya putusan arbitrase BPSK dibatalkan di tingkat Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.

Sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di sektor jasa keuangan juga mempunyai konsep tersendiri dalam pengaturan yang dibuat oleh OJK. Menurut Pasal 1 angka 13 POJK LAPS, sengketa didefinisikan sebagai “perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan”. Hal tersebut berbeda dengan definisi sengketa konsumen menurut Pasal 1 angka 4 Permendag BPSK yaitu “sengketa yang terjadi antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Konsep sengketa menurut POJK LAPS tidak memakai konsep menuntut ganti rugi tetapi menggunakan konsep perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan. Selain itu adanya sengketa harus didahului dengan proses penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

Sengketa konsumen mengenai jasa keuangan merupakan salah satu sengketa yang paling banyak diadukan oleh konsumen kepada BPSK. Data pada tabel.1 menunjukkan banyaknya aduan sengketa jasa keuangan yang masuk kepada BPSK. Padahal pada tahun 2013 Mahkamah agung melalui Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 yang telah ditetapkan sebagai yurisprudensi menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menangani sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Mahkamah Agung dalam putusannya beralasan bahwa BPSK tidak berwenang menangani sengketa tersebut karena sengketa keuangan dianggap tidak termasuk sengketa konsumen. Sengketa-sengketa tersebut merupakan sengketa yang timbul akibat wanprestasi di bidang hukum perdata sehingga bukan ranah wewenang dari BPSK untuk menangani perkara tersebut.

Sengketa konsumen mengenai jasa keuangan sebenarnya telah diatur secara khusus dalam POJK Perlindungan Konsumen Keuangan dan POJK LAPS. Namun, berdasarkan data aduan tersebut, hingga tahun 2019 konsumen masih banyak yang memilih untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan melalui BPSK. Padahal telah terdapat Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berada di bawah kewenangan OJK yang khusus menangani sengketa konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Suatu sengketa dapat terjadi karena adanya hubungan hukum antara para pihak dan dapat terjadi tanpa adanya hubungan hukum antara para pihak. Sengketa yang terjadi karena adanya hubungan hukum antara para pihak disebut sebagai wanprestasi. Sengketa yang terjadi tanpa adanya hubungan hukum antara para pihak disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Sengketa yang timbul akibat wanprestasi terjadi karena tidak terlaksananya kewajiban dalam perjanjian karena kesalahan atau kelalaian dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban tersebut timbul karena adanya suatu perikatan. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, terlambat melaksanakan kewajiban dan melakukan melakukan perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang ada (Adati 2018). Sengketa yang timbul akibat wanprestasi bukanlah ranah wewenang BPSK karena timbulnya berdasarkan perjanjian yang mengikat para pihak seperti yang dinyatakan dalam yurisprudensi. Ranah wewenang BPSK merupakan sengketa yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum.
Akibat adanya Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 yang telah ditetapkan sebagai yurisprudensi tersebut, sejak tahun 2013 banyak putusan arbitrase BPSK mengenai sengketa di sektor jasa keuangan yang dibatalkan oleh PN hingga MA. Sehingga upaya konsumen dalam menyelesaikan perkaranya mengenai sengketa keungangan melalui BPSK dengan cara arbitrase menjadi sia-sia. Tujuan BPSK untuk melakukan penanganan terhadap sengketa konsumen dengan cara yang profesional, efisien, cepat dan murah menjadi tidak tercapai. Hal ini menimbulkan kebingungan bagaimana kewenangan BPSK dengan cara arbitrase dalam memutus sengketa konsumen di sektor jasa keuangan.

Kewenangan adalah kekuasaan atau kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum. Adanya kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Hak dan kewajiban tersebut berisi kebolehan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Rokhim 2013).

Terdapat tiga cara perolehan kewenangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah pemberian wewenang oleh suatu ketentuan perundang-undangan atau dapat dimaknai juga sebagai wewenang yang terdapat pada suatu badan atau pejabat. Delegasi adalah pemberian wewenang oleh badan atau pejabat yang telah memperoleh wewenang secara atributif. Mandat adalah pemberian wewenang dengan mengizinkan pihak lain untuk menjalankan kewenangannya dengan atas nama pemberi mandat (Ilmar 2014).

Berdasarkan cara perolehan kewenangannya, pemberian wewenang BPSK dilakukan dengan cara atribusi yaitu pemberian wewenangnya oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UUPK. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”. BPSK sebagai suatu badan pemerintahan telah melekat suatu wewenang yang berasal dari ketentuan perundang-undangan.

Pembentukan BPSK bertujuan untuk melaksanakan berbagai tugas dan wewenang yang tercantum dalam Pasal 52 UUPK yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Kepmen BPSK mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tugas serta wewenang yang tercantum dalam Pasal 52 UUPK adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang­undang ini; 
e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang­undang ini;
i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang­undang ini.
Salah satu tugas dan wewenang BPSK berdasarkan Pasal 52 huruf a UUPK adalah “melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”. Berdasarkan jenis kewenangan BPSK dalam menangani sengketa konsumen dapat diklasifikasikan dengan melihat pokok perkara serta yurisdiksi wilayahnya. Kewenangan pokok perkara berkaitan dengan bidang materi atau substansi dari suatu perkara. Sedangkan yurisdiksi wilayah berkaitan dengan wilayah hukum atau yurisdiksi teritorial yang dimiliki suatu lembaga.

Berdasarkan yurisdiksi wilayah BPSK dalam menangani sengketa konsumen, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) UUPK yaitu “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”. Istilah Daerah Tingkat II sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi digunakkan. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota”. Sehingga Daerah Tingkat II yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) UUPK tersebut merupakan wilayah kabupaten/kota.

Pasal 4 ayat (1) Permendag BPSK menyebutkan bahwa “BPSK dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur sesuai dengan wilayah kerja provinsi”. Wilayah kerja yang dimaksud dalam Pasal tersebut adalah wilayah kabupaten atau kota. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 23 UUPK yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”. Sehingga konsumen dalam mengajukan penyelesaian sengketa atau menggugat pelaku usaha melalui BPSK harus memperhatikan kedudukan atau domisili dari konsumen itu sendiri dan juga wilayah kerja BPSK yang berada di kabupaten atau kota. 

Berdasarkan pokok perkaranya, BPSK berwenang menangani sengketa konsumen seperti yang dimaksud dalam definisi sengketa konsumen menurut Pasal 1 angka 4 Permendag BPSK yaitu “sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Konsumen yang dimaksud dalam konsep tersebut merupakan konsumen akhir sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu konsumen sebagai pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Konsep konsumen akhir dalam Pasal 1 angka 2 UUPK adalah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen yang dapat menyelesaikan sengketanya melalui BPSK merupakan konsumen akhir yang merupakan pengguna akhir dan tidak untuk diperdagangkan kembali atau mendapatkan laba dari barang tersebut. 
Konsumen yang dimaksud dalam sengketa keuangan adalah konsep konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 POJK LAPS yaitu “pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”. Dalam konsep konsumen tersebut tidak disyaratkan bahwa konsumen merupakan konsumen akhir, melainkan adalah pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Selain itu, pihak yang menempatkan dana pada lembaga jasa keuangan tersebut dapat berupa perseorangan atau badan usaha. Konsep konsumen dalam POJK LAPS ini juga tidak mempertimbangkan motivasi pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan tersebut untuk mencari laba atau tidak (Suwandono 2016). Konsep konsumen keuangan menurut POJK LAPS tidak sesuai dengan konsep konsumen akhir menurut UUPK.

Pihak lain yang terlibat dalam sengketa jasa keuangan adalah pelaku usaha. Definisi pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Konsep pelaku usaha dalam sengketa jasa keuangan dikenal dengan istilah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang definisinya terdapat dalam Pasal 1 angka 1 POJK Perlindungan Konsumen Keuangan yaitu “Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah”.  Perbedaan konsep pelaku usaha tersebut terletak pada pemaknaan pelaku usaha secara umum dan luas menurut UUPK. Sedangkan, menurut POJK Perlindungan Konsumen Keuangan secara spesifik menyebutkan jenis-jenis usaha seperti apa yang termasuk bagian dari definisi pelaku usaha jasa keuangan. 

Kewenangan suatu badan atau pejabat pemerintahan dibatasi oleh waktu, wilayah dan juga materi. Hal tersebut juga berlaku terhadap BPSK sebagai suatu badan pemerintahan yang juga dibatasi oleh ketiga hal tersebut. Adanya pembatasan wewenang ini menyebabkan penggunaan wewenang yang melebihi batas-batas tersebut menjadi cacat wewenang atau menyebabkan tindakan yang melanggar wewenang (Iskandar 2014). 

Pembatasan dari waktu artinya bila suatu wewenang yang digunakkan telah melampaui jangka waktu yang ditentukan untuk wewenang tersebut, maka terjadi pelanggaran wewenang dari segi waktu. Pembatasan waktu dapat ditinjau dari masa keanggotaan BPSK yang sesuai Pasal 13 Permendag BPSK memiliki masa lima tahun. Anggota BPSK yang telah habis masa keanggotaannya tidak dapat menangani sengketa konsumen sebagai anggota BPSK kembali. Selain itu apabila ditinjau dari pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan Pasal 55 UUPK yang menyebutkan bahwa “Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima”. Pasal 55 UUPK tersebut apabila dihubungkan dengan pembatasan waktu dalam hal wewenang yaitu BPSK memiliki jangka waktu 21 hari kerja untuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen dan mengeluarkan putusannya.  

Pembatasan dari segi wilayah artinya tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wilayah atau daerah kekuasaannya. Dalam hal ini BPSK yang mempunyai wilayah kerja di daerah kabupaten/kota harus mematuhi wilayah kerjanya dan tidak dapat sembarangan menerima perkara yang bukan berasal dari wilayah kerjanya. Apabila BPSK menerima perkara sengketa konsumen yang berasal bukan dari wilayah kerjanya, maka BPSK tersebut melakukan tindakan yang melanggar wewenang.

Pembatasan dari segi materi atau isi, artinya BPSK tidak boleh melakukan tindakan yang tidak termasuk dalam bidang atau materi wewenangnya. Apabila dikaitkan dengan kewenangannya dalam menangani perkara, BPSK hanya dapat menangani sengketa konsumen yang sesuai dengan konsep sengketa konsumen pada Pasal 1 angka 4 Permendag BPSK. Sehingga kewenangan BPSK dalam menangani suatu perkara dibatasi hanya mengenai bidang sengketa konsumen. Sengketa keuangan yang secara pokok perkaranya tidak termasuk dalam bidang materi dari BPSK seharusnya tidak boleh ditangani oleh BPSK. Apabila sengketa keuangan tersebut tetap ditangani oleh BPSK akan berakibat pada terjadinya pelanggaran wewenang oleh BPSK. 

BPSK tidak berwenang menangani sengketa di sektor jasa keuangan berdasarkan kewenangan dalam menangani pokok perkaranya. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan perbedaan jenis sengketa atau perkara yang dapat diselesaikan oleh BPSK yaitu sengketa konsumen sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Permendag BPSK. Selain itu terdapat perbedaan konsep konsumen dan pelaku jasa dalam definisi UUPK dan definisi POJK LAPS. Berdasarkan perbedaan konsep tersebut, sengketa konsumen di sektor jasa keuangan dengan para pihaknya berupa konsumen jasa keuangan dan pelaku usaha jasa keuangan tidak dapat diselesaikan melalui BPSK. Apabila terjadi sengketa keuangan, para pihak hendaknya menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan negeri, lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang khusus menangani sengketa konsumen di sektor jasa keuangan atau sesuai dengan pilihan hukum yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa.
Akibat Hukum Atas Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 dengan Kewenangan BPSK Dalam Menangani Sengketa pada Sektor Jasa Keuangan Melalui Arbitrase

Para pihak yang tidak puas dengan adanya putusan BPSK dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud adalah pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pengajuan tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK yang berbunyi “Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”. Selain itu para pihak yang merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri dapat melakukan upaya hukum melalui kasasi ke Mahkamah Agung.  Pengajuan kasasi tersebut diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UUPK yang berbunyi “terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Upaya keberatan hanya dapat diajukan untuk putusan BPSK melalui arbitrase. Terhadap putusan arbitrase melalui mediasi dan konsiliasi tidak dapat diajukan upaya keberatan.

Upaya hukum merupakan suatu langkah yang dapat ditempuh para pihak yang merasa keberatan terhadap suatu perkara yang masih berlangsung maupun yang telah diputuskan. Upaya hukum merupakan wujud reaksi atau tanggapan dari subjek hukum atas perkara yang telah diputus pada pengadilan tingkat pertama ataupun kepada pengadilan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah para pihak yang merasa keberatan dapat meminta kepada pengadilan untuk memutus perkara tersebut sesuai dengan kepentingan hukumnya (Swantoro 2017). 

Upaya hukum keberatan dalam BPSK adalah upaya yang dilakukan oleh konsumen atau pelaku usaha yang tidak menerima putusan BPSK. Dalam bidang hukum acara perdata sebenarnya tidak dikenal istilah keberatan. Namun upaya keberatan dapat ditafsirkan sebagai upaya hukum banding karena dalam Pasal 58 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan negeri mengenai putusan atas keberatan dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sehingga keberatan atas putusan BPSK yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dapat ditafsirkan sebagai upaya hukum banding (Mannas 2015).

Upaya keberatan banyak dimanfaatkan pelaku usaha yang merasa tidak puas dengan adanya putusan BPSK terutama putusan mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Hal tersebut dikarenakan putusan BPSK lebih memihak dan menguntungkan pihak konsumen dibandingkan dengan pihak pelaku usaha. Sehingga, atas putusan BPSK tersebut pelaku usaha mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri. 

Mahkamah Agung melalui putusannya banyak membatalkan putusan BPSK yang sebelumnya dimintakan upaya keberatan pada Pengadilan Negeri mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. Pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung mengenai sengketa di sektor jasa keuangan karena adanya yurisprudensi yang menyatakan bahwa sengketa di sektor jasa keuangan atau sengketa yang timbul akibat perjanjian bukan termasuk dalam kewenangan BPSK. Namun, sejak tahun 2019 masih banyak aduan yang masuk kepada BPSK di berbagai daerah di Indonesia terutama mengenai sengketa di sektor jasa keuangan. 

Beberapa putusan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung diantaranya adalah putusan MA dengan No. 1046 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yang merupakan sengketa kredit antara Bank Mandiri melawan Samsuri dan putusan MA dengan No. 286 K/Pdt.Sus-BPSK/2018 yang merupakan sengketa kredit antara Rafii melawan Bank Central Asia. Majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan merupakan kewenangan BPSK. Selain itu  ada juga putusan MA dengan No. 105 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. 

Terdapat dua pandangan hukum oleh hakim di lingkungan peradilan Mahkamah Agung mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa yang timbul akibat perjanjian pembiayaan pada tahun 2006 sampai tahun 2012. Pandangan pertama yaitu hakim berpendapat bahwa sengketa yang timbul akibat perjanjian pembiayaan konsumen merupakan sengketa konsumen sehingga BPSK berwenang untuk menangani sengketa tersebut. Beberapa putusan yang mengikuti pandangan hukum pertama antara lain putusan MA No. 063 K/Pdt.Sus/2007 (sengketa antara PT. Adira Dinamika Multifinance melawan Agustri Admodjo), putusan MA No. 267K/Pdt.Sus/2012 (sengketa antara Novan Ferdiano melawan PT U Finance Indonesia) dan putusan MA No. 589 K/Pdt.Sus/2012 (sengketa antara PT Sinarmas Multifinance melawan ESS). Pandangan kedua yaitu hakim berpendapat bahwa sengketa yang timbul akibat perjanjian pembiayaan bukan merupakan sengketa konsumen melainkan termasuk sebagai sengketa yang timbul akibat wanprestasi sehingga BPSK tidak berwenang untuk menangani sengketa tersebut. Beberapa putusan yang mengikuti pandangan hukum kedua antara lain putusan MA No. 447 K/Pdt.Sus/2011 (sengketa antara Haasri melawan PT Astra Sedaya Finance) dan putusan MA No. 566K/Pdt.Sus/2012 (sengketa antara Fatmiwati melawan PT. Astra Sedaya Finance). Namun sejak adanya Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 (sengketa antara Ny. Yusmaniar melawan PT Adira Dinamika Multi Finance), Mahkamah Agung secara konsisten menerapkan pandangan hukum bahwa BPSK tidak berwenang menangani sengketa yang timbul akibat perjanjian pembiayaan atau wanprestasi.

Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 merupakan perkara perdata khusus antara Ny. Yusmaniar Sebagai Pemohon Kasasi Melawan PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai termohon kasasi mengenai keberatan atas putusan arbitrase BPSK pada tingkat kasasi. Perkara ini berawal dari Ny. Yusmaniar yang tidak membayar angsuran perjanjian permbiayaan dengan penyerahan milik secara fidusia selama delapan bulan. PT Adira Dinamika Multi Finance sebagai kreditur akhirnya melakukan penarikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian yaitu  satu unit mobil Merek Mitsubisihi Colt. Ny. Yusmaniar akhirnya menggugat PT. Adira Dinamika Multi Finance melalui BPSK kota Padang karena merasa keberatan dengan penarikan tersebut. 

Arbitrase BPSK kota Padang menjatuhkan putusan dengan nomor 39/P3K/BPSK-PDG/PTS/A/V/2012  pada 8 Mei 2012. Majelis arbitrase BPSK kota Padang memberikan putusan bahwa Ny. Yusmaniar sebagai penggugat wajib membayar tunggakan angsuran beserta dendanya kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance sebagai tergugat. Selain itu, BPSK kota Padang mewajibkan tergugat untuk menyerahkan mobil Merek Mitsubisihi Colt yang telah ditarik dan menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada Ny. Yusmaniar sebesar  Rp250.000,00 per hari sejak penarikan mobil tersebut dan mengganti kerugian karena tidak terangkutnya barang dagangan Ny Yusmaniar. 

PT Adira Dinamika Multi Finance sebagai tergugat akhirnya melakukan upaya hukum keberatan atas putusan arbitrase BPSK kota Padang melalui Pengadilan Negeri Solok. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok menjatuhkan putusan dengan nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Slk  pada tanggal 30 Agustus 2012. Putusan tersebut yang pada intinya berisi menyatakan perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia adalah sah, menyatakan Ny.Yusmaniar telah melakukan wanpretasi, menyatakan putusan BPSK kota Padang tidak memiliki kekuatan hukum dan menghukum Ny. Yusmaniar untuk membayar biaya perkara.

Ny. Yusmaniar akhirnya memilih untuk mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Majelis hakim Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Ny. Yusmaniar dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok. Namun majelis hakim Mahkamah Agung juga membatalkan putusan arbitrase BPSK kota Padang dan menyatakan BPSK kota Padang tidak berwenang menangani sengketa tersebut.

Majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan hukum antara Ny. Yusmaniar dan PT. Adira Dinamika Multi Finance merupakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum tersebut berdasar pada perjanjian pembiayaan dengan penyerahan milik secara fidusia sehingga tidak termasuk sengketa konsumen seperti dalam UUPK. Sehingga, BPSK kota Padang tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara tersebut. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk membatalkan putusan BPSK Kota Padang dan menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. 

Mahkamah Agung akhirnya secara konsisten menerapkan sikap hukum yang sama dengan Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013. Sikap hukum tersebut yaitu berpandangan bahwa sengketa yang timbul akibat perjanjian pembiayaan bukan termasuk sengketa konsumen seperti dalam konsep UUPK namun merupakan sengketa yang timbul akibat wanprestasi. Sikap hukum tersebut telah menjadi yurisprudensi tetap di lingkungan peradilan Mahkamah Agung bahwa sengketa tersebut tidak termasuk dalam ranah kewenangan BPSK.

Yurisprudensi merupakan putusan pengadilan yang memiliki muatan terobosan hukum oleh Mahkamah Agung mengenai peristiwa yang pengaturannya belum jelas dan diikuti oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Adanya yurisprudensi digunakan oleh Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia. Suatu putusan dapat dikatakan sebagai yurisprudensi apabila memiliki lima unsur yaitu putusan mengenai peristiwa yang pengaturannya belum jelas, merupakan putusan yang tetap, berulang kali diputus dengan cara yang sama dalam kasus yang sama, memiliki rasa keadilan dan putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Yurisprudensi dapat memuat kaidah hukum materiil maupun hukum formil (Ardiansyah 2020).

Adanya yurisprudensi sangat penting karena selain mengisi kekosongan hukum juga sebagai perwujudan kepastian hukum dan kesamaan standar hukum. Hal tersebut dikarenakan yurisprudensi dapat melengkapi peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur secara lengkap dan detail. Adanya standar hukum yang sama akan menciptakan rasa kepastian hukum dan mencegah adanya disparitas putusan. Selain itu, kesamaan hukum terhadap perkara yang serupa akan menciptakan rasa keterbukaan terhadap putusan hakim karena putusan hakim dapat diperkirakan (Simanjuntak 2019).  

Yurisprudensi dalam sistem hukum civil law tidak mempunyai kekuatan preseden yang mengikat (the binding force of precedent) seperti dalam sistem hukum common law. Dalam sistem hukum civil law, yurisprudensi berasal dari putusan hakim yang memiliki karakter kasuistis, individual, dan konkret (in concreto). Para hakim tidak menjadikan putusan tersebut sebagai aturan umum namun sekedar faktor yang membantu pembentukan hukum (Shidarta 2012). 

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formil atau sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya selain undang-undang, kebiasaan, traktat  dan doktrin atau pendapat para ahli. Apabila suatu putusan hakim pengadilan diakui dan dijadikan dasar sebagai putusan oleh hakim lain dalam perkara yang sama serta mendapat perhatian dari kalangan masyarakat, maka seiring berjalannya waktu putusan tersebut menjadi sumber yang berisi kaidah yang diterima sebagai hukum. Terdapat beberapa sebab yang menyebabkan seorang hakim menggunakan putusan hakim lain, yaitu 1) putusan hakim tersebut berasal dari jenjang pengadilan yang lebih tinggi seperti pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung; 2) apabila putusan hakim yang tingkatannya lebih rendah memberi putusan yang berbeda atau menyimpang dengan putusan hakim yang tingkatan pengadilannya lebih tinggi maka putusan tersebut tidak dapat dibenarkan apabila dimintakan banding atau kasasi; 3) hakim yang memutus memiliki pendapat yang sama dengan hakim terdahulu yang memutus perkara serupa (Simanjuntak 2019).

Terdapat dua macam yurisprudensi yaitu yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap. Yurisprudensi tetap adalah putusan hakim yang berulang kali digunakan pada kasus yang serupa. Yurisprudensi tidak tetap adalah yurisprudensi yang belum termasuk menjadi yurisprudensi tetap (Theresia Ngutra 2016). Berdasarkan macamnya, Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 telah menjadi yurisprudensi tetap. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya putusan hakim yang mengikuti pertimbangan dari putusan tersebut yaitu banyaknya putusan arbitrase BPSK yang menangani perkara mengenai sengketa keuangan akhirnya dibatalkan dengan alasan sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPSK.

Yurisprudensi tersebut telah memberikan kaidah baru berupa kejelasan mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa yang timbul akibat perjanjian atau wanprestasi. Selain itu, yurisprudensi tersebut juga memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum akibat ketidakjelasan aturan. Adanya yurisprudensi tersebut juga memberikan kesamaan standar hukum karena setiap putusan arbitrase BPSK mengenai sengketa di sektor jasa keuangan yang diajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri bahkan hingga Mahkamah Agung akan dibatalkan karena sengketa keuangan bukan merupakan kewenangan dari BPSK.

Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 sebagai yurisprudensi tetap telah memberikan akibat hukum mengenai kewenangan BPSK dalam menangani sengketa di sektor  jasa keuangan. Akibat hukum merupakan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki dan diatur oleh hukum. Lebih singkat, akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan kejadian yang menggerakkan suatu aturan hukum sehingga ketentuan yang tercantum di dalamnya dapat terwujud. Suatu akibat hukum dapat memiliki wujud sebagai berikut, 1) lahir, lenyap atau berubahnya keadaan hukum; 2) lahir, lenyap atau berubahnya hubungan hukum antara subjek hukum; 3) apabila terdapat tindakan yang melawan hukum dapat melahirkan sanksi (Is 2017). 

 Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 telah menimbulkan akibat hukum terhadap kewenangan BPSK dalam menangani sengketa pada sektor jasa keuangan melalui arbitrase. Setelah adanya putusan tersebut, Mahkamah Agung konsisten menerapkan sikap hukum yang sama dengan Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013. Sikap hukum tersebut telah menjadi suatu kaidah hukum yang diikuti oleh putusan hakim lain dengan perkara yang serupa. Kaidah hukum tersebut yaitu bahwa  sengketa yang timbul akibat perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia bukan termasuk sengketa konsumen seperti dalam konsep hukum perlindungan konsumen. Sengketa tersebut merupakan sengketa yang timbul akibat wanprestasi sehingga tidak tunduk dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK dan tidak termasuk dalam ranah kewenangan BPSK. 

Adanya yurisprudensi tersebut menyebabkan berubahnya suatu keadaan hukum yaitu setiap putusan arbitrase BPSK mengenai sengketa keuangan yang diajukan upaya hukum berupa keberatan pada Pengadilan Negeri akan dibatalkan. Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri menguatkan putusan arbitrase BPSK mengenai sengketa keuangan, maka apabila putusan tersebut diajukan upaya hukum banding atau kasasi akan dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi. Sehingga, adanya yurisprudensi ini semakin menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki wewenang dalam menangani sengketa konsumen di sektor jasa keuangan.
PENUTUP

Simpulan 
Pertama, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa di sektor jasa keuangan melalui arbitrase berdasarkan jenis sengketa atau perkaranya.

Kedua, akibat hukum Putusan MA No 27 K/Pdt.Sus/2013 terhadap kewenangan BPSK adalah sengketa yang timbul akibat wanprestasi tidak tunduk dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK serta tidak termasuk dalam ranah kewenangan BPSK.
Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah 
1. BPSK seharusnya tidak menerima pengaduan dan menangani perkara yang sengketanya mengenai sengketa di sektor jasa keuangan atau yang sengketanya bersumber dari perjanjian. 
2. Selain itu, konsumen seharusnya memperhatikan materi atau muatan dari aduannya sebelum mengadukannya kepada BPSK, apabila sengketanya mengenai sengketa di sektor jasa keuangan sebaiknya diperkarakan melalui Pengadilan Negeri atau LAPS OJK. 
3. Pelaku usaha sektor jasa keuangan juga seharusnya menyampaikan informasi mengenai klausul pilihan penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang telah disepakati pada konsumennya. 
4. Konsumen sektor jasa keuangan harus membaca dan memperhatikan klausul pilihan penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang telah disepakati.
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